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ABSTRAK 
MUH FITYATUL KAHFI, B111 12 125, Tinjauan Normatif Terhadap 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 
Perikanan. Dibimbing oleh Bapak Muhadar selaku pembimbing I dan Ibu 
Hj.Nur Azisa selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya 
suatu korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya dalam 
tindak pidana perikanan dan juga untuk mengetahui sistem 
pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi 
khususnya dalam tindak pidana perikanan. 
Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan perpustakan pusat Universitas Hasanuddin. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan 
dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu korporasi yang 
bergerak di bidang perikanan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, 
dan penulis menilai hal ini sudah tepat karena telah sesuai dengan 
perkembangan keberadaan korporasi yang berpengaruh langsung 
terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara sehingga perlu dibuat 
instrumen hukumnya dan dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku salah satunya undang-undang perikanan. Adapun 
sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi 
yang bergerak di bidang perikanan yaitu korporasi sebagai pembuat, 
namun pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan yang 
terdapat pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan yang kemudian berdasarkan analisa penulis dinilai 
kurang tepat pemberlakuannya karena tidak sesuai dengan 
perkembangan teori-teori yang membahas tentang pertanggungjawaban 
pidana korporasi. Penulis menilai sistem pertanggungjawaban pidana 
korporasi yang diberlakukan perlu diganti dengan menerapkan sistem 
pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung agar korporasi 
tidak dapat lagi melakukan pelanggaran secara terus menerus yang 
berdampak pada kerugian besar yang dialami masyarakat, khususnya 
para nelayan tradisional.  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 
pulau dengan panjang kedua di dunia setelah Kanada.1 Wilayah 
Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri 
dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan yang setelah diratifikasinya Konvensi 
Hukum Laut PBB tahun 1982 (Selanjutnya disebut Konvensi 1982) 
oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 
luasnya menjadi 7,9 juta km2, yang terdiri dari 2 juta km2 daratan dan 
5,9 juta km2 lautan.Maka lautan Indonesia meliputi 70% dari seluruh 
wilayah Indonesia.Bagian negara yang sangat luas ini merupakan 
asset nasional jangka panjang yang mengandung potensi sumber 
daya alam, termasuk sumber daya ikan.2  
Olehnya itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di 
Indonesia mutlak dan harus dilakukan.Sejak zaman dahulu kala 
sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia, dan ini 
berlangsung terus hingga sekarang.Di awali dengan cara berburu 
menangkap/ mencari ikan, manusia mendapatkannya dan 
                                                             
1 Alma Manuputty (et.al), 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai 
Dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Arus 
Timur, Makassar, hlm. 1. Dapat juga dilihat di Laode M Syarif, 2009, Promotion And Management 
Of Marine Fisheries In Indonesia, dalam Towards Sustainable Fisheries Law, A Comparative 
Analysis, Gerd Winter (ed) IUCN Environmental Policy and Law Paper No, 74, hlm. 31-32. 
2 Ibid, hlm. 2. 
2 
memprioritaskan untuk santapan keluarga (Subsistance type of 
Fisheries).Kemudian berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan 
yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti 
manusia bisa saja kehabisan ikan apabila ikan itu terus menerus 
ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya atau 
dengan kata lain bagaimana membuat ikan ini dapat berkembang biak 
menghasilkan keturunan dan memperbanyak kuantitasnya.Karena 
semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi 
ikan, maka pemanfaatan sumber daya perikanan yang semula hanya 
untuk kebutuhan keluarga, berubah bentuk menjadi yang bersifat 
komersial (Commercial type of fisheries).3 
Dengan adanya perubahan bentuk tersebut maka manajemen 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan mutlak harus 
dilakukan, bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan 
yang ditingkatkan akan tetapi pendidikan dan pelatihan, serta 
pengembangan pengolahan hasil perikanan harus dilaksanakan 
dengan baik guna meningkatkan ataupun menambah jumlah pabrik 
pengolah ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas 
unggulan. 
Apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan 
profesional, niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan.Hasil 
di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan 
memberikan penambahan terhadap pendapatan negara guna 
                                                             
3 Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2. 
3 
kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat 
adil dan makmur.4 Tetapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak 
semudah yang kita bayangkan, berdasarkan laporan lembaga ilmu 
pengetahuan Indonesia (LIPI) produksi penangkapan ikan yang 
termanfaatkan baru 5,4 juta ton per tahun dari potensi yang 
seharusnya didapatkan yaitu sekitar 6,7 juta ton per tahun.Rendahnya 
pemanfaatan sumber daya ikan ini disebabkan antara lain karena 
lemahnya informasi tentang lokasi yang kaya ikan sehingga 
menyebabkan penyebaran armada tidak merata, hal ini mengakibatkan 
terjadinya “over fishing” di wilayah tertentu dan “under fishing” di 
wilayah lain.5Rendahnya produksi perikanan laut hingga saat ini juga 
disebabkan oleh cara-cara penangkapan ikan oleh nelayan lokal masih 
bergantung pada peralatan sederhana dengan wilayah operasi 
berjarak hanya beberapa mil dari pantai dekat pemukiman mereka, 
tidak mampunya nelayan lokal mengekspoitasi sumber daya perikanan 
mengakibatkan masuknya perusahaan-perusahaan lokal maupun 
asing dengan teknologi kapal yang sudah canggih.Kehadiran 
perusahaan ini tentu telah menghilangkan potensi yang seharusnya 
dapat menguntungkan nelayan lokal.6 Selain melakukan eksploitasi 
yang telah menghilangkan potensi pendapatan nelayan lokal, 
perusahaan ini juga melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan 
                                                             
4 Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana&Hukum Pidana Di Bidang Perikanan, PT Rineka 
Cipta, Jakarta, hlm. 4. 
5 Alma Manuputty (et.al), op.cit., hlm. 4. 
6 Ibid. 
4 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang 
banyak dilanggar ialah dilakukannya praktek IUU (Illegal, Unregulated, 
and Unreported) Fishing dalam skala besar, data yang berhasil 
diperoleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2015, 
Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian 
yang dialami negara akibat pencurian ikan atau IUU Fishing tersebut 
mencapai 300 triliun/ tahun.7 Berdasarkan pengumuman yang 
dilakukan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengenai 
perkembangan kasus IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported ) 
Fishing pada tanggal 17 September 2015 disebutkan beberapa 
perusahaan yang terlibat, sebut saja Grup Pusaka Benjina dengan 
anak perusahaan Pusaka Benjina Resources, Pusaka Benjina 
Armada, Pusaka Benjina Nusantara, dan Pusaka Bahari, selanjutnya 
Grup Mabiru dengan enam perusahaan yaitu, Mabiru Industries, Biota 
Indo Persada, Jaring Mas, Tanggul Mina Nusantara, Samudera 
Pratama Jaya, dan Pacific Glory Lestary. Selain illegal fishing, 
perusahaan-perusahaan perikanan tersebut juga melakukan tindak 
pidana lainnya, seperti pembangunan kapal tanpa izin, penangkapan 
spesies ikan yang dilindungi, pengadaan ikan yang dilarang di ekspor 
ke luar negeri, serta mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya 
ikan ke dalam/luar wilayah pengelolaan perikanan Republik 
                                                             
7 Lihat dalam http://kkp.go.id/index.php/berita/menteri-susi-ilegal-fishing-tidak-bisa-
dikompromi-dan-harus-di-stop/, diakses tanggal 4 februari 2016. 
5 
Indonesia.Tak hanya itu, tindak pidana ini juga dilakukan oleh 
perusahaan asing Pingtan Marine Enterprise (PME) Ltd yang berkantor 
pusat di China.PME diketahui memiliki hubungan kepemilikan, 
hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina 
Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT 
Antarticha Segara Lines.Empat perusahaan tersebut tergolong 
perusahaan yang melakukan pelanggaran berat, tegas Menteri 
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.8Berdasarksn fakta-fakta di 
atas maka sudah jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak 
di bidang perikanan masih banyak melakukan pelanggaran-
pelanggaran, hal ini kemudian menimbulkan sebuah isu yang menarik 
mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
tindak pidana perikanan, 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
menulis skripsi dan memilih judul : “Tinjauan Normatif Terhadap 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana 
Perikanan .” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan 
masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban 
pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan ? 
                                                             
8 Lihat dalam http://kkp.go.id/index.php/pers/kkp-umumkan-perkembangan-kasus-iuu-fishing/ di 
akses tanggal 4 februari 2016 
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2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana yang 
dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana 
perikanan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dapat tidaknya suatu korporasi dijatuhi 
pertanggungjawaban pidana khususnya pada tindak pidana 
perikanan. 
2. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana yang 
dibebankan kepada korporasi khususnya pada tindak pidana 
perikanan.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian mengenai Tinjauan Normatif Terhadap 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana 
Perikanan sebagaimana telah disinggung di muka, diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, 
pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan 
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban 
pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan. 
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2. Manfaat Praktis  
Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan 
masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia 
khususnya hukum perikanan terhadap para pengusaha yang 
bergelut di bidang usaha perikanan dan juga bagi para aparat 
penegak hukum yang menangani atau yang memiliki kewenangan 
dalam hal penanganan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) 
dalam tindak pidana perikanan. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan 
1.  Pengertian Dan Jenis-Jenis delik 
 Pada berbagai literatur seringkali sebutan delik digunakan untuk 
mengganti istilah perbuatan pidana, sehingga ketika berbicara mengenai 
unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara 
mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana.Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai unsur-unsur delik 
terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah bestandeel dan 
element.Kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 
sebagai unsur.Kendatipun demikian, ada perbedaan prinsip antara istilah 
element dan bestandeel.9 
 Perbedaan kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut, elemen-
elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat 
dalam suatu perbuatan pidana.Unsur tersebut baik yang tertulis maupun 
yang tidak tertulis.Bestandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana 
yang secara expressiv verbis tertuang dalam suatu rumusan delik atau 
perbuatan pidana.Dengan kata lain, element perbuatan pidana meliputi 
unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan bestandeel 
hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. 
                                                             
9 Eddy Os Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 97. 
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 Rumusan delik mempunyai dua fungsi, pertama sebagai 
pengejawantahan asas legalitas, kedua sebagai unjuk bukti dalam 
konteks Hukum Acara Pidana.Pertanyaan lebih lanjut mengenai 
dimanakah kita dapat mengetahui atau menemukan rumusan delik yang 
terdiri dari unsur-unsur delik? Jawaban sederhana dari pertanyaan 
tersebut adalah bahwa rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya 
dapat diketahui dengan membaca Pasal-Pasal yang berisi suatu 
ketentuan Pidana, Sebagai contoh dapat kita lihat pada Pasal 338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.Unsur-unsur delik 
dalam pasal tersebut adalah: 
1. Unsur barangsiapa 
2. Unsur dengan sengaja 
3. Unsur merampas 
4. Unsur nyawa orang lain. 
 Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi 
unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.Unsur barangsiapa dan 
unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur 
merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif.Kata kata 
“diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima 
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belas tahun” bukanlah unsur delik tetapi merupakan kualifikasi delik dan 
ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika delik tersebut terpenuhi.10  
 Terkait dengan jenis-jenis delik, paling tidak terdapat 12 pembagian 
jenis delik sebagai berikut: 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan Pidana disebut sebagai 
legal definition of crime.Dalam perspektif hukum Pidana, legal 
definition of crime dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai 
mala in se dan mala prohibita.Dapatlah dikatakan bahwa mala in se 
adalah perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu 
ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam 
masyarakat sebelum ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai 
suatu perbuatan pidana.Mala in se selanjutnya dapatlah disebut 
sebagai kejahatan. 
Mala prohibita adalah perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang 
sebagai suatu ketidakadilan.Dapatlah dikatakan bahwa mala 
prohibita diidentikkan dengan pelanggaran.Dalam kosa kata lain 
perbedaan mala in se dan mala prohibita oleh para ahli hukum 
dibedakan menjadi felonies dan misdemeanors.Dalam konteks 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada buku kedua 
mencakup perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai 
kejahatan dan buku ketiga mencakup perbuatan pidana yang 
berkaitan dengan pelanggaran.Dalam perkembangannya. 
                                                             
10 Ibid, hlm. 98-99. 
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Pembedaan perbuatan Pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran 
tidak lagi signifikan, misalnya seperti yang terdapat di Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia yang menyebut kejahatan genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi 
Manusia11. 
2. Delik Formil dan Delik Materiil 
Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan materiil tidak 
terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu 
sendiri.Bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu 
kelakuan atau tindakan dan akibat.Agar lebih mudah dipahami 
maka dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang 
menitikberatkan pada tindakan sedangkan delik materiil adalah 
delik yang menitikberatkan pada akibat.Contoh delik formil terdapat 
pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan contoh 
delik materiil terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
3. Delicta Commisionis, Delicta Omissionis Dan Delicta Commisionis 
Per Omissionem Comissa 
Delik komisi pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang 
dilarang Undang-Undang.Hampir sebagian besar ketentuan Pidana 
dalam Undang-Undang termasuk juga dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan 
                                                             
11 Ibid, hlm. 103. 
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untuk melakukan suatu perbuatan.Kebalikan dari delik komisi ialah 
delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau 
diharuskan oleh Undang-Undang.Contoh konkret delik omisi 
terdapat pada Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bila 
seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan 
yang sah maka orang tersebut telah melakukan delik 
omisi.Kemudian ada juga yang disebut sebagai delicta commisionis 
per omissionem comissa, yang dimaksud dari delik ini ialah 
kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang 
menimbulkan akibat.Contohnya terdapat pada Pasal 359 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
4. Delik Konkret dan Delik Abstrak 
Pembedaan delik konkret dan Abstrak sebenarnya tidak terlepas 
dari pemilahan mengenai delik formil dan materiil.Delik abstrak 
selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang 
masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan.Jika 
delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidaklah berarti delik 
konkret selalu dirumuskan secara materiil, delik konkret pada 
hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan 
dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. 
5. Delik Umum, Khusus, Dan Politik. 
Delik Umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun, 
sebagian besar delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
ialah delik umum, sedangkan delik khusus ialah delik yang hanya 
13 
bias dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi 
tertentu.Misalnya terdapat pada Pasal 449 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang mengatur “seorang nakhoda sebuah kapal 
Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari 
pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, 
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam 
bulan”.Selain delik umum dan khusus, adapula yang disebut delik 
politik, dalam konteks Hukum Pidana Indonesia sampai saat ini 
istilah delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis, 
hal ini dikarenakan tidak ada satupun perumusan dalam 
perundang-undangan kita yang memberikan pengertian delik 
politik.12 
6. Delik Merugikan Dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya 
Pembagian delik merugikan dan menimbulkan keadaan bahaya 
pada hakikatnya identik dengan delik konkret dan abstrak.Delik 
yang merugikan adalah dalam rangka melindungi suatu 
kepentingan hukum individu, sedangkan delik yang menimbulkan 
keadaan bahaya ialah bentuk pelarangan terhadap perilaku yang 
dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.Contohnya 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan 
dengan kejahatan terhadap keamanan Negara. 
 
                                                             
12 Ibid, hlm. 105-106. 
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7. Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan 
Arti penting pembagian delik berdiri sendiri dan lanjutan ialah dalam 
hal penjatuhan Pidana.Pada hakikatnya semua delik adalah delik 
yang berdiri sendiri, akan tetapi dapat saja delik yang berdiri sendiri 
dilakukan secara terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga 
dipandang sebagai delik lanjutan.Dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana mengatur “jika antara beberapa 
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya 
dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan 
yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.13 
8. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai Dan Delik Berlanjut 
Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya 
konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan.Contoh 
konkretnya ialah pada Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berbunyi “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila 
dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan 
kejahatan”.Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah 
lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut 
tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya 
pelaku.Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat bahwa 
percobaan bukanlah delik selesai.Seseorang dipidana tidak hanya 
                                                             
13 Ibid, hlm. 107-108. 
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karena memenuhi rumusan delik, akan tetapi seseorang dapat 
dipidana kendatipun hanya mewujudkan sebagian rumusan 
delik.Adapun delik selesai ialah setiap perbuatan yang telah 
memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan 
Pidana.Sedangkan delik berlanjut ialah perbuatan yang 
menimbulkan keadaan yang dilarang secara berlanjut.Contohnya 
terdapat pada Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
9. Delik Tunggal dan Gabungan 
Delik tunggal ialah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya 
dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau 
tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.Kemudian delik 
gabungan apabila dilihat secara objektif terlihat dari perbuatan-
perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara 
subjektif ddelik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari 
pelaku. 
10. Delik Biasa dan Delik Aduan 
Pembagian delik menjadi delik biasa dan delik aduan memiliki arti 
penting dalam proses peradilan Pidana.Sebagian besar delik-delik 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah delik biasa, 
artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara 
tersebut tidak dibutuhkan pengaduan, sebaliknya, ada beberapa 
delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara 
tersebut lebih lanjut.Paling tidak ada tiga bab dalam Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan delik aduan, 
pertama pada bab XVI tentang penghinaan, kemudian kedua 
adalah kejahatan pencurian, pemerasan dan pengancaman serta 
penggelapan kemudian ketiga kejahatan terhadap kesusilaan. 
11. Delik Sederhana Dan Delik Terkualifikasi 
Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana 
dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan delik 
terkualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan karena 
keadaan tertentu, sebagai contoh seperti yang terdapat dalam 
Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut 
dengan delik terkualifikasi yang dikenal dengan penggelapan dalam 
jabatan. 
12. Delik Kesengajaan Dan Delik Kealpaan 
Sengaja atau dolus dan alpa atau culpa ialahbentuk-bentuk 
kesalahan dalam hukum Pidana.Pembagian kejahatan ke dalam 
delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk 
kesalahan dalam suatu rumusan delik.Konsekuensi bentuk 
kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya Pidana yang 
diancamkan.Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan 
berupa kesengajaan dalam rumusan delik, sedangkan delik 
kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam 
rumusan delik.14  
 
                                                             
14 Ibid, hlm. 114. 
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2.  Penerapan Unsur-Unsur Delik 
 Penyesuaian atau pencocokan dari adanya suatu peristiwa 
terhadap unsur-unsur dari delik yang didakwakan, jika ternyata sudah 
cocok, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak 
pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi apabila 
salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka tindak pidana 
dapat dikatakan belum atau tidak terjadi.Boleh jadi tindakannya sudah 
terjadi, akan tetapi bukan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh 
Undang-Undang, mungkin juga telah suatu tindakan telah terjadi sesuai 
dengan perumusan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat 
kesalahan pada pembuatnya dan atau perbuatannya itu tidak bersifat 
melawan hukum.Dari hal inilah, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tiada Pidana tanpa adanya suatu perbuatan yang terlarang 
dan diancam Pidana oleh Undang-Undang. 
2. Tiada Pidana tanpa kesalahan. 
3. Tiada Pidana tanpa sifat melawan hukum 
4. Tiada Pidana tanpa adanya subjek (pembuat) 
5. Tiada Pidana tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.15 
3.  Perumusan Unsur Delik Dalam Undang-Undang 
 Pada dasarnya suatu delik mempunyai 5 unsur, Namun dalam 
perumusan pasal-pasal delik, tidak selalu kita temukan kelima-limanya 
sekaligus dalam perumusan satu pasal saja, adakalanya salah satu unsur 
                                                             
15 E.Y.Kanter dan Sri Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, 
Storia Grafika, Jakarta, hlm. 212. 
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terdapat dalam Pasal-Pasal terakhir dari suatu Undang-Undang, kemudian 
subjek dari suatu tindak Pidana tidak secara tegas ditentukan dalam Pasal 
tersebut seperti pada Pasal 104, 106, dan 107 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.Kemudian unsur kesalahan tidak dicantumkan seperti 
halnya dalam tindak pidana pelanggaran pada umumnya, kemudian unsur 
tindakan yang terlarang belum ditentukan secara tegas seperti pada Pasal 
122 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian hampir semua unsur 
tidak secara tegas dirumuskan seperti pada Pasal 351 dan Pasal 315 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu yang terakhir ialah unsur 
bersifat melawan hukum juga tidak tercantum secara tegas.16  
 
B. Pertanggungjawaban pidana 
1.  Pengertian Dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, 
teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan  
atau geen starf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau 
actus non facit reum nisi mens sist rea atau actus reus mens rea 
(latin).Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan 
tidak ditemukan dalam Undang-Undang.Ada juga postulat lain yang 
berbunyi nemo punitur sine injuria, facto seu de falta.Artinya, tidak ada 
seorangpun yang dihukum kecuali ia berbuat salah.17 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara 
mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.Hukum pidana 
                                                             
16 Ibid, hlm. 242. 
17 Eddy O.S Hiariej, op.cit, hlm. 119. 
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memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana 
dan karakteristik orang yang melakukan.Orang yang melakukan 
perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang 
tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak, sebaliknya, 
seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan 
pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.Elemen penting dari 
pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.18 
Di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sistem 
pertanggungjawaban pidana saat ini tidak mutlak melihat adanya sebuah 
kesalahan, namun juga telah melihat adanya sebuah ketiadaan 
kesalahan.Perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana 
yang dianut ini menyebabkan adanya perubahan dari asas kesalahan 
(liability on fault) menuju ke asas ketiadaan kesalahan (liability without 
fault).Asas ketiadaan kesalahan ini kemudian menjelma ke dalam sistem 
pertanggungjawaban mutlak (strict liability), sistem pertanggungjawaban 
pengganti (vicarious liability), dan sistem pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability).19  
Salah satu dasar pertimbangan menerapkan sistem 
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah untuk memudahkan 
dalam hal pembuktian.Jika hukum pidana harus pula digunakan untuk 
menghadapi masalah yang demikian rumitnya, maka sudah saatnya 
sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan digunakan dalam 
                                                             
18 Ibid. 
19 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan 
penerapan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. 
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kasus-kasus tertentu terutama yang terkait dengan pelanggaran peraturan 
mengenai kejahatan yang sifatnya ringan (Public welfare offences, 
regulatory offences, mala prohibita).Sebab, pembuktian unsur kesalahan 
terkait dengan karakteristik kejahatan ini bukan hal yang mudah, lebih-
lebih lagi jika yang dipertanggungjawabkan itu adalah korporasi.Jadi, 
penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang 
termanifestasi ke dalam bentuk strict liability, vicarious liability, dan 
corporate liability dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia 
merupakan jalan pemecah masalah terkait dengan kesulitan pembuktian 
kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.20 
Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons, 
Simons berpendapat bahwa definisi dari pertanggungjawaban pidana 
ialah yang menyangkut suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu 
ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut 
(De toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige 
psychische gesteldheid, waarbij detoepassing van een strafmaatregel van 
algemeen en individueel standpunt gerechtvaardig is).Simons melanjutkan 
bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah 
keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana 
dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena 
melakukan perbuatan tadi.21 
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Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.tentunya orang ini harus 
mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan, pemahaman 
kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah 
sebagaimana diuraikan di bawah ini.22 
Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan 
ia menentukan perbuatannya. 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab 
adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang 
mempunyai tiga macam kemampuan: 
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri. 
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat, dan 
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 
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Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. 
Van Hamel adalah sebagai berikut: 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
menginsyafi nilai perbuatannya 
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata 
cara kemasyarakatan adalah dilarang, dan 
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam  Undang-Undang.Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut 
bersifat melawan hukum, kemudian jika dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggungjawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.Maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
ialah sebagai berikut: 
1. Mampu bertanggung jawab 
2. Adanya kesalahan 
3. Tidak ada alasan pemaaf.23  
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2.   Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam perkembangannya, sistem pertanggungjawaban pidana 
dapat dibagi dalam dua hal, yaitu sistem pertanggungjawaban pidana 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sistem 
pertanggungjawaban pidana Undang-Undang di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi lagi ke 3 bagian yaitu: 
1. Undang-Undang di bidang politik 
2. Undang-Undang di bidang Ekonomi 
3. Undang-Undang di bidang Kesehatan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara 
eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.Beberapa pasal 
KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau 
kealpaan.Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih 
lanjut oleh undang-undang tentang maknanya.Tidak ada penjelasan lebih 
lanjut apa yang dimaksud kesengajaan dan kealpaan tersebut.Namun, 
berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan 
bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut 
mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh 
pengadilan.Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah 
terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun 
kealpaan juga harus dibuktikan.24 Dilihat dari sejarahnya, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: 
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“sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 
yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.” 
Sementara itu terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak 
secara eksplisit mengenai adanya kesengajaan atau kealpaan.Namun, 
dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa 
rumusan yang demikian tak lain dan tak bukan harus dilakukan dengan 
sengaja.Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat berikut ini: 
1. Dengan maksud  
Misalnya, Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil 
sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang 
lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum…  
2. Mengetahui/Diketahui 
Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang 
diketahuinya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan…  
3. Dengan Paksa 
Misalnya, Pasal 167 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan 
paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau 
pekarangan tertutup… 
4. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
Misalnya, Pasal 175 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama umum 
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yang diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara 
penguburan mayat, dihukum…25 
Pasal-Pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas walaupun 
tidak disebutkan dengan eksplisit unsur kesalahan, namun setidak-
tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan pasal-pasal 
tersebut mengarah kepada kesalahan yang berbentuk kesengajaan.Pasal-
Pasal yang secara jelas  mensyaratkan adanya unsur kesalahan biasanya 
dirumuskan secara aktif, seperti “menghasut”, “menjual”, “menawarkan”, 
”memburu”, “membawa”, “menjalankan”.Pasal-Pasal yang dirumuskan 
seperti ini dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus terdapat di 
dalamnya.Tetapi, pernah juga di dalam sejarah ada pandangan bahwa 
apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dia tentu dipidana 
dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atau 
tidak.Pandangan seperti ini pernah dikemukakan oleh pembentuk 
Undang-Undang ketika membentuk WvS (Wetboek van Strafrecht).Pada 
waktu itu, kesalahan diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang 
disebut kejahatan, tidak pada pelanggaran. 
Pada bagian lain Hoge Raad pernah berpendapat “Adalah cukup 
untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan 
pelanggaran, apabila orang itu secara materiil atau secara nyata telah 
berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa 
perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat 
dipersalahkan kepadanya atau tidak..Jika kita mengikuti pandangan 
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pembentuk WvS yang diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Belanda 
tersebut, tidak diragukan lagi bahwa pembentuk WvS menghendaki agar 
terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan.Kenyataan seperti 
ini kemudian mengundang Pro dan Kontra di kalangan para ahli 
hukum.Pola pikir ahli hukum pada waktu itu mengacu kepada doktrin yang 
berbunyi geen straf zonder schuld yang artinya tidak ada pidana tanpa 
kesalahan.26 
Kemudian untuk sistem pertanggungjawaban pidana Undang-
Undang di luar KUHP yang pertama akan dibahas mengenai Undang-
Undang di bidang politik, salah satu Undang-Undang yang dihasilkan dari 
bidang politik ialah Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang 
Pemilihan Umum ini meliputi dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden 
dan wakil presiden.Kedua Undang-Undang tersebut sebenarnya masuk 
dalam kategori hukum administratif, Adapun sanksi pidana yang melekat 
pada kedua Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai alat pemaksa 
agar kedua Undang-Undang itu ditaati.Oleh karena itu pada Bab 
ketentuan Pidana, diidentifikasi beberapa perbuatan yang dikategorikan 
sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut dirumuskan dengan 
kesengajaan dan kelalaian.Perbuatan yang dirumuskan dengan 
kesengajaan antara lain adalah: 
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1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain 
kehilangan hak pilihnya. 
2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan 
yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain 
tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar 
pemilih. 
3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada 
padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi 
seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. 
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar 
jadwal yang ditetapkan KPU. 
5. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan 
pelaksanaan kampanye. 
Sedangkan perbuatan yang dirumuskan dengan kealpaan antara 
lain adalah: 
1. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak 
atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan 
suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah 
disegel. 
2. Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu. 
Dari rumusan delik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh undang-undang 
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pemilu adalah berdasarkan atas kesalahan baik berupa kesengajaan 
maupun kelalaian.27 
Kemudian yang kedua ialah Undang-Undang di bidang ekonomi 
yaitu Undang-Undang perbankan dan Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang perbankan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998.Undang-Undang ini merupakan perubahan 
dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.Ada sepuluh jenis perbuatan yang 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang dirumuskan dalam 
pasal 46-51.Kesepuluh jenis perbuatan yang dimaksud adalah: 
1. Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. 
2. Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari 
pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa pihak 
bank atau pihak terafiliasi lainnya untuk memberikan 
keterangan mengenai rahasia bank. 
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau oihak 
terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang 
wajib dirahasiakan. 
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan 
sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44. 
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5. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan 
sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 34. 
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 34. 
7. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja… 
8. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja… 
9. Pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan Perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi bank. 
10. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau 
tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini 
dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 
bank. 
Berdasarkan rumusan tindak pidana perbankan tersebut di atas, 
dapat di identifikasi sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan 
oleh pembuat Undang-Undang ialah berdasarkan atas kesalahan.Hal ini 
terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini 
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Undang-Undang perbankan tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk 
kesalahan.Undang-Undang ini juga tidak menetapkan badan hukum 
sebagai pelaku tindak pidana perbankan, dengan demikian pada Undang-
Undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.28 
Kemudian Undang-Undang selanjutnya ialah Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini menetapkan 
selain manusia alamiah juga korporasi sebagai subjek delik.Hal ini wajar, 
karena pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi itu bisa saja 
dibebankan kepada korporasi.Terkait dengan sistem pertanggungjawaban 
pidana, Undang-Undang ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana 
berdasarkan atas kesalahan.Hal ini tercermin dari rumusan delik baik 
secara eksplisit menyebutkan unsur “Dengan Sengaja” maupun secara 
implisit terkandung maksud bahwa delik itu dilakukan dengan 
kesengajaan, seperti “memberi” atau “menjanjikan sesuatu” menerima 
pemberian atau janji, dan menerima hadiah atau janji.29 
Kemudian yang ketiga ialah Undang-Undang di bidang kesehatan 
yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, adapun 
perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang 
ini antara lain: 
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1 Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan 
pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan 
gawat darurat. 
2 Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan 
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi. 
3 Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 
atau jaringan tubuh dengan dalih apapun. 
4 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik 
rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang. 
5 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan. 
Mencermati rumusan delik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Undang-Undang kesehatan menganut sistem pertanggungjawaban pidana 
atas kesalahan dengan menetapkan orang sebagai subjek delik.Namun 
Undang-Undang ini juga menetapkan korporasi sebagai subjek delik 
sebagaimana diatur dalam pasal 201 yang dirumuskan sebagai berikut 
“Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat 
(1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, 
dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 
berupa pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 190.Sedangkan yang terkait dengan sanksi pidana, Undang-
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Undang ini memberikan sanksi pidana tambahan kepada korporasi berupa 
pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.30 
 
C. Korporasi 
1. Pengertian Korporasi 
Secara harfiah korporasi (corporatie, Belanda), corporation 
(Inggris), berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa latin.Seperti halnya 
kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, “corporatio” sebagai kata benda 
(substantivum) berasal dari kata kerja “corporare” yang banyak dipakai 
orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.”corporare” sendiri 
berasal dari kata “corpus” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan 
badan atau membadankan.Dengan demikian “corporation itu berasal dari 
hasil pekerjaan membadankan.Badan yang dijadikan orang, badan yang 
diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan 
manusia yang terjadi menurut alam.31Apabila suatu hukum memungkinkan 
perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, yang 
mana ia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat 
membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh individu tidak 
dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.Begitupun manusia itu 
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menggunakan iluminas bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak 
mencukupi atau tidak ada.32 
Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu 
badan hasil cipta hukum, badan yang diciptakannya terdiri dari corpus 
yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus 
yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.Oleh karena badan 
hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, 
kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.33Kemudian menurut 
Kenneth S. Ferber “A Corporation is an artificial person. It can do anything 
a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its 
own name. it can sue and be sued in its own name”, yang artinya 
korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang 
dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual 
property, baik  yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal 
ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas 
namanya sendiri.34Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam 
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari 
artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas, Sutan 
Remi Sjahdeini menyatakan bahwa: 
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“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, 
korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya 
untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh 
hukum perdata.Artinya, hukum perdatalah yang mengakui eksistensi dari 
korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan 
perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum.Demikian juga halnya 
dengan “matinya” korporasi.Suatu korporasi hanya mati secara hukum 
apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.Lalu pengertian luas 
korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan 
korporasi sebagai berikut: 
“Dalam Hukum Pidana, korporasi meliputi baik badan hukum 
maupun bukan badan hukum, bukan saja badan-badan hukum seperti 
perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah 
disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi 
menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau 
CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang 
menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.35  
Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini di atas, 
menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan para sarjana 
mengenai korporasi, berkembang 2 dua pendapat mengenai apa yang 
dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan korporasi ialah kumpulan dagang yang berbadan 
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hukum, jadi dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah 
berbadan hukum, Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat 
pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan 
pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi 
tersebut.Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan secara luas, 
dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap 
kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun 
usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.36  
Dari berbagai pendapat di atas, terdapat perbedaan ruang lingkup 
mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam 
bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam 
bidang hukum pidana.Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata 
adalah “badan hukum” sedangkan dalam hukum pidana pengertian 
korporasi bukan hanya yang berbadan hukum tetapi juga yang tidak 
berbadan hukum.Meskipun demikian, perumusan definisi korporasi dalam 
hukum positif masih diatur dengan berbagai istilah dan 
pengertian.Keadaan ini tentu dalam praktiknya akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena penafsiran apa yang dimaksud dengan 
korporasi sangat bergantung dari pendapat siapa kita berangkat.37 
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Dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat khusus seperti 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sudah dengan tegas mengatur korporasi sebagai subjek 
hukum.Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan bahwa 
“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum”.38 
 
2.  Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 
Pengakuan korporasi (rechts persoon) sebagai subjek hukum 
dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoretis, tidak 
seperti pengakuan subjek hukum pidana pada manusia, Terdapat dua 
alasan mengapa kondisi tersebut terjadi, pertama, begitu kuatnya 
pengaruh teori fiksi (fiction theory) yang dicetuskan oleh Von Savigny, 
yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia 
merupakan hasil suatu khayalan.Kepribadian sebenarnya hanya ada pada 
manusia.Negara-negara, lembaga-lembaga, ataupun korporasi-korporasi 
tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan 
seolah-olah badan itu manusia.Semua hukum ada demi kemerdekaan 
yang melekat pada tiap individu.Oleh karena itu, konsepsi asli kepribadian 
harus sesuai dengan cita-cita manusia. 
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Kedua, masih dominannya asas universitas delinguere non potest 
yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak 
pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara.Asas ini merupakan 
hasil pemikiran dari abad ke-19 dimana kesalahan menurut hukum pidana 
selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia39 
Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak 
lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi 
sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern 
masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang 
terdapat di situ, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan 
yang formal akan menjadi semakin besar pula.Kehidupan sosial tidak 
dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki 
adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas, dan 
terperinci.Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kehidupan 
masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang 
ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.40  
Secara umum, dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai 
subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan 
pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 
1635.Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris 
mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, 
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namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.41 Berbeda dengan 
sistem hukum inggris, di Amerika Serikat pada tahun 1909 melalui 
putusan pengadilan telah diakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum 
pidana dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan 
pertanggungjawaban secara pidana. 
Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan terhadap korporasi 
sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana 
dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula di 
beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, 
Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di 
Indonesia. 
Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana 
di Indonesia, mengantarkan kita pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil 
law) yang sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara 
common law  seperti Inggris, Amerika, dan Kanada.Di negara-negara 
tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah 
dimulai sejak lama, yaitu sejak revolusi industri.42 Perlu pula dikemukakan 
bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul pada 
dasarnya tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, 
                                                             
41 Kristian, op.cit, hlm. 37. Dapat juga dilihat di Andrew Weismann dan David Newman, 2007, 
Rethinking Criminal Corporate Liability, Indiana Law Journal, page. 419. 
42 Ibid, Dapat juga dilihat di Orpa Ganefo Manuain, 2005, Pertanggungjawaban korporasi dalam 
tindak pidana korupsi, Tesis Universitas Diponegoro, hlm. 18. 
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melainkan hanya sebagai tren akibat adanya kecenderungan dari 
formalisme hukum (Legal Formalism).43 
Adapun tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek dalam 
hukum pidana secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap, Pada tahap 
pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan 
korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk person).Pada tahap yang 
pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang 
sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan 
bertanggungjawab.Namun demikian, kesulitan yang muncul adalah dalam 
hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak 
ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka bagaimana 
memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesulitan ini 
dapat di atasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi 
sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua. 
Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah 
perang dunia I dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak 
pidana dapat dilakukan oleh korporasi.Namun tanggung jawab untuk itu 
menjadi beban dari pengurus korporasi.Perumusan yang khusus ini yaitu 
apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu pimpinan atau karena 
suatu korporasi, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap 
anggota pimpinan.Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih 
dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada 
mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang 
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dilarang tersebut.44 Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan 
tindak pidana, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan secara pidana 
adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi 
tersebut.Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara 
langsung masih belum muncul. 
Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab 
langsung korporasi.Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut 
korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. 
Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal 
keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita 
masyarakat sangat besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang 
bilamana pidan ahanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.Juga 
dengan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau 
belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik 
tersebut.45  
 
3. Sistem Pertanggungjawaban pidana korporasi 
Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas 
tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem 
pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 
                                                             
44 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, op.cit, hlm. 163. Dapat juga dilihat di Dwidja Priyatno, 2004, 
kebijakan legislatif tentang sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, CV Utomo, 
Bandung, hlm. 26. 
45 Ibid, hlm. 164. 
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1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus 
bertanggungjawab secara pidana (perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama) 
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus 
bertanggungjawab secara pidana (perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua); dan 
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus 
bertanggungjawab secara pidana (perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga). 
Namun demikian, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi 
tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, 
dalam hal ini harus ditambahkan satu konsep lagi, yaitu pengurus dan 
korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula 
yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.46 Pernyataan ini 
sama dengan yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini, beberapa 
alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep 
“pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan 
keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana” 
antara lain sebagai berikut:47 
1 Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban 
pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah 
menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan 
                                                             
46 Kristian, op.cit. hlm.73 
47 Ibid, Dapat juga dilihat di Sutan Remi Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 
Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 162-163. 
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atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan 
keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian 
finansial bagi korporasi. 
3. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya 
korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung 
jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan 
pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau 
mengalihkan pertanggungjawaban.Dengan kata lain, pengurus 
akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk 
melepaskan dirinya dari tanggung jawabdengan dalih bahwa 
perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan 
untuk kepentingan pribadi, tetapim erupakan perbuatan yang 
dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk 
kepentingan korporasi. 
4. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi 
hanya mungkin dilakukan secara vikarius, dan bukan secara 
langsung (doctrine of vicarious liability) yaitu 
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang dibebankan kepada pihak lain.Dalam hal 
pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban 
pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan 
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin 
dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat 
melakukan sendiri suatu perbuatan hukum.Artinya, segala 
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perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam 
ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, 
dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan 
korporasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Namun demikian, masih banyak permasalahan-permasalahan dan 
pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai akibat dari perumusan sistem 
pertanggungjawaban pidana pada korporasi, misalnya saja dengan 
pertanyaan “kapankah suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu 
tindak pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengambil contoh 
terhadap apa yang tercantum pada Tindak Pidana Ekonomi yang diatur 
dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: 
Suatu Tindak Pidana ekonomi dilakukan juga oleh atas nama suatu 
badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu 
yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu tidak 
peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak 
pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir 
tindak pidana tersebut.48 
Rumusan tersebut masih belum secara tegas menentukan kapan 
suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan tindak pidana.Pada 
rumusan tersebut terdapat kalimat “dilakukan juga” yang merupakan suatu 
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fiksi yang memperluas bentuk Tindak Pidana yang sebenarnya tidak 
dilakukan oleh badan hukum.Jadi, perumusan di atas belumlah 
memberikan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan 
(sebagai pembuat Tindak Pidana).Kemudian permasalahan selanjutnya 
ialah siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, 
atau siapakah yang mewakili badan hukum di persidangan? Dalam isi 
rumusan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 yang 
berbunyi: 
“Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan 
hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka 
badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu pada waktu 
penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari 
seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu.Wakil dapat diwakili 
oleh orang lain, Hakim dapat memerintahkan supaya seseorang pengurus 
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya 
pengurus itu dibawa ke muka hakim”.49Jadi yang dapat mewakili korporasi 
dalam persidangan adalah: 
1. Pengurus. 
2. Salah seorang pengurus bila terdapat lebih dari seorang 
pengurus 
3. Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu. 
Uraian singkat terhadap rumusan pasal yang terdapat dalam 
Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah 
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dijelaskan di atas menggambarkan bahwa sistem pertanggungjawaban 
pidana korporasi pada Undang-Undang tersebut hanya mengatur para 
pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak 
pidana dilakukan oleh korporasi, tapi kapan dan dalam hal apa pengurus 
korporasi atau korporasi sendiri bertanggungjawab secara pidana atas 
tindak itu tidak dijelaskan.50 Apa implikasi tidak diaturnya kriteria tanggung 
jawab pidana oleh pengurus korporasi atau korporasi sendiri terhadap 
praktik penegakan hukum? Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali hal 
tersebut akan berimplikasi pada tiga hal, yaitu pertama, hakim atau 
penuntut umum dapat saja hanya menjadikan pengurus korporasi sebagai 
pelaku dan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang 
terjadi sekalipun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan 
menunjukkan bahwa aktor utama tindak pidana tersebut adalah 
korporasi.Kedua, ancaman sanksi pidana yang berat sekalipun yang sejak 
awal pembentukan suatu Undang-Undang ditujukan secara khususuntuk 
korporasi tidak berarti apapun jika pelaku yang dinyatakan 
bertanggungjawab hanya dibatasi kepada pengurus.Ketiga, ketiadaan 
kriteria tersebut dapat menjadi faktor kriminogen tumbuhnya kuantitas dan 
kualitas tindak pidana korporasi.51 
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D.Tindak Pidana Perikanan 
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan 
Tindak Pidana Perikanan ialah segala jenis pelanggaran yang 
dilakukan di bidang perikanan mulai dari proses praproduksi, produksi, 
pengolahan, sampai dengan pemasaran yang kemudian ketentuannya 
dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan, yaitu dalam Undang-
Undang perikanan terdapat dalam pasal 84 sampai dengan 104, 
ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur guna mengurangi dampak 
kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang dapat merugikan 
masyarakat, bangsa dan negara.52 Diaturnya tindak pidana di dalam 
Undang-Undang Perikanan tidak dapat dilepaskan dari teori tentang 
hukuman yaitu teori absolut dan teori relatif.Teori absolut ialah teori yang 
digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku sebagai 
pembalasan akibat dari perbuatannya yang telah mengakibatkan 
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.Kemudian 
teori yang kedua ialah teori relatif, teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai 
berikut: 
1. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku 
atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya (spesiale preventive) serta masyarakat umum 
mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana 
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yang telah dilakukan oleh terpidana, mereka akan mengalami 
hukuman yang serupa (generale preventive). 
2. Memperbaiki Pribadi Terpidana, Berdasarkan perlakuan dan 
pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, 
terpidana menyesal sehingga tidak akan mengulangi 
perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang 
baik dan berguna. 
3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, 
membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan 
membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan 
menjatuhkan hukuman seumur hidup.53     
Tujuan pemidanaan di bidang perikanan dapat menggunakan 
kedua teori di atas, kecuali teori relatif khususnya mengenai 
membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam 
Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman pidana mati atau 
seumur hidup.Terhadap para pencuri ikan di wilayah perikanan, 
pemidanaannya dimungkinkan dengan hukuman berat, kemudian 
penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan agar 
selain pelakunya menjadi kapok juga memberikan gambaran kepada 
masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.  
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2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan 
 Dari ketentuan Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 
sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
tersebut, maka tindak pidana perikanan dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
1. Tindak Pidana yang menyangkut pengggunaan bahan yang 
dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
/lingkungannya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 84 
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang 
mengatur agar orang atau perusahaan melakukan 
penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan 
dan lingkungannya tetap sehat dan terjaga kelestariannya. 
Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan 
ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau 
cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
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(enam) tahun dan denda paling banyak 
Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). 
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli 
penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan 
sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta 
rupiah). 
(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, 
penangnggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau 
operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan 
usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
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(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik 
perusahaan pembudidayaan ikan dan/atau penanggung 
jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan 
sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau 
cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).54 
Kejahatan dalam pasal 84 tersebut selalu berhubungan 
dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) 
Undang-Undang perikanan sejalan dengan ayatnya masing-
masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain 
untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan 
dan lingkungannya. 
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Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru 
dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku 
mengetahui bahwa bahan kimia, biologis, dan bahan peledak 
dilarang untuk dilakukan tetapi tetap dilakukan perbuatannya. 
Kejahatan tersebut juga termasuk delik formil dimana 
pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat 
perbuatannya muncul.Dikatakan demikian karena terdapat 
unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.55 
2. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan 
yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal 
perikanan. Tindak Pidana di bidang perikanan berikutnya 
bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan 
wilayah pengelolaan perikanan yang diatur dalam Pasal 85 
Undang-Undang Perikanan.Tindak Pidana tersebut hanya 
dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di 
laut, sungai, maupun danau di kapal penangkap ikan. Jika 
kapalnya hanya sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan , 
bukan kapal penangkap ikan maka tidak dapat dikenai pidana.. 
Sama dengan Pasal sebelumnya, Kejahatan ini juga 
tergolong ke dalam delik dolus, karena perbuatannya harus 
dilakukan dengan sengaja, setiap orang dianggap tahu tentang 
larangan tersebut, karena sejak Undang-Undang perikanan 
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diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia 
dipandang sudah mengetahui peraturannya.56 
Ketentuan yang terkandung dalam pasal 85 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah mengalami perubahan 
oleh pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa 
setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, 
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).57  
3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan 
sumber daya ikan/lingkungannya. Dalam pengelolaan 
perikanan, karena selalu berhubungan dengan air maka dapat 
dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan 
lingkungan, dan tindak pidana ini diatur untuk menanggulagi 
adanya pencemaran tersebut agar para pengelola perikanan 
selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas 
pengelolaannya. Kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 86 
Ayat (1) Undang-Undang Perikanan.Di dalam kejahatan ini, 
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perbuatan yang dilarang dilakukan ditetapkan dalam Pasal 12 
Ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yaitu setiap orang dilarang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya 
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Dengan 
perbuatan yang tidak ditentukan spesifiknya, maka perbuatan 
yang dilarang dalam Pasal 12 Ayat (1) tersebut sangat luas 
sekali, ibarat pasal keranjang sampah semua perbuatan apa 
saja dapat dimasukkan ke dalam pasal tersebut, kejahatannya 
tergolong ke dalam delik dolus kemudian delik materil, karena 
perbuatan pelaku harus diikuti dengan akibat yang timbul yaitu 
pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya.Jika 
akibatnya tidak muncul, maka pelaku tidak dapat dihukum.58 
Meskipun kejahatan tersebut tergolong sebagai tindak 
pidana di bidang perikanan, namun karena berkaitan dengan 
pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, tidak tertutup 
kemungkinan pelakunya dituntut berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (UU PPLH). Untuk dapat dituntut dengan 
Undang-Undang tersebut, maka perbuatan pelaku harus 
memenuhi unsur pencemaran lingkungan hidup. 
4. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan 
ikan. Pada kejahatan perikanan ini, perbuatan yang dilakukan 
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sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah 
ditetapkan bentuknya. Untuk kejahatan perikanan ini telah 
diatur dalam Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), pada 
Tindak Pidana yang disebutkan dalam Ayat (2) perbuatannya 
sangat luas, macam apa saja perbuatan asal dalam bentuk 
pembudidayaan ikan sudah tercakup di dalamnya. Lain halnya 
dengan ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) sudah ditentukan 
bentuknya yaitu budidaya ikan dengan rekayasa genetika, dan 
budidaya ikan dengan menggunakan obat-obatan. Mengenai 
larangan perbuatannya, masing-masing ayat tersebut menunjuk 
ketentuan Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). 
5. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasma 
nutfah. Plasma nutfah adalah suatu substansi sebagai sumber 
sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organism. 
Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku 
kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya 
mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang 
lainnya.Perbedaan itu dapat dinyatakan dalam ketahanan 
terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap 
lingkungannya, dan sebagainya. Oleh karena itu di bidang 
pengelolaan perikanan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk 
pemeliharaan dan perkembangbiakan ikan agar memperoleh 
hasil yang lebih baik.Sebagai bagian yang tergolong penting di 
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bidang pengelolaan perikanan, maka apabila plasma nutfah 
dirusak dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan 
perikanan dan penangkapan ikan hasilnya kurang memuaskan. 
Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang 
Perikanan.Tindak pidana perusakan plasma nutfah dalam 
Pasal 87 Ayat (1) merupakan delik dolus karena pelakunya 
melakukan perbuatan secara sengaja, sedang ketentuan Ayat 
(2) nya sebagai delik culpa karena rusaknya plasma nutfah 
disebabkan oleh kelalaian pelakunya.59 
6. Tindak Pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang 
merugikan masyarakat.Dalam melaksanakan pengelolaan 
perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar 
hasilnya baik pula.Pengelolaan perikanan dengan cara yang 
menyimpang, berakibat akan merugikan masyarakat karena 
hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat 
dikonsumsi.Sehubungan dengan hal itu terdapat larangan yang 
diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang 
menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, 
mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau 
memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan 
ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan 
ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan 
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Republik Indonesia.Terhadap larangan tersebut apabila 
dilanggar maka perbuatannya merupakan Tindak Pidana yang 
diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 
Undang-Undang Perikanan.Ketentuan pidana tersebut, selain 
sebagai delik dolus, juga sebagai delik materiil. 
7. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang 
kurang/tidak memenuhi syarat.Setiap orang yang melakukan 
penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan 
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem 
jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.Ketentuan 
mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) 
Undan-Undang Perikanan dan sifatnya imperatif.Apabila 
persyaratannya tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai 
Tindak Pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan 
Pasal 89 Undang-Undang Perikanan.Tindak pidana ini 
termasuk ke dalam delik dolus, karena setiap orang yang 
berkecimpung dalam pengolahan ikan dianggap mengetahui 
pengolahan ikan yang sehat dan produknya layak dikonsumsi 
oleh maysrakat, Tindak Pidana ini merupakan delik 
pelanggaran60. 
8. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemasukan/ 
pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah negara Republik 
Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.Setiap orang 
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atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor 
produk hasil perikanan wajib memiliki sertifikat kesehatan agar 
barang makan tersebut layak dikonsumsi.Hal ini diatur dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Perikanan.Ketidaklengkapan dalam 
melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan sertifikat 
kesehatan tersebutmerupakan Tindak Pidana yang diancam 
dengan Pasal 90 Undang-Undang Perikanan.Tindak Pidana ini 
termasuk delik dolus walaupun dalam rumusan delik di atas 
tidak menyebutkan kata-kata dengan sengaja. 
9. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat 
yang membahayakan manusia dalam melaksanakan 
pengolahan ikan.Mayoritas pengusaha di bidang perikanan 
memasarkan hasil olahannya agar awet dan penampilannya 
menarik pembeli seringkali dibarengi dengan kecurangan 
dalam melakukan pengolahannya dengan menggunakan 
bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan untuk 
pengolahan ikan, seperti formalin dan pewarna pakaian, bahan-
bahan tersebut tergolong dapat membahayakan kesehatan 
manusia.Larangan penggunaan bahan-bahan tersebut 
kemudian di atur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang 
Perikanan.Larangan tersebut kemudian diikuti dengan 
ketentuan pemidanaan dalam Pasal 91 Undang-Undang 
Perikanan.Tindak Pidana ini termasuk ke dalam delik dolus dan 
formil.Penuntutan perkaranya tidak usah menunggu adanya 
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korban berjatuhan, pada umumnya hakim atau penuntut umum 
memerlukan keterangan saksi ahli untuk membuktikan bahan-
bahan tersebut membahayakan kesehatan atau tidak.   
10. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha 
perikanan tanpa SIUP. Pada dasarnya perusahaan apapun 
bentuknya wajib memiliki izin usaha sesuai dengan bidang 
usahanya. Untuk usaha perikanan, maka perusahaan 
bersangkutan wajib memiliki izin usaha perikanan dan dikenal 
dengan istilah Surat Izin Usaha Perikanan.Adapun pejabat 
yang berwenang menerbitkan SIUP adalah Dirjen Perikanan 
Tangkap Kementerian KP, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya masing-masing.Kewajiban memiliki 
SIUP tersebut di atur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 
Perikanan.Agar perusahaan mentaati peraturan tersebut, maka 
diatur sanksi pidananya, dan bagi yang melanggar dikenai 
Pasal 92 Undang-Undang Perikanan. Ketentuan Pidana 
tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan 
keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak 
terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran 
ikan. Juga untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh 
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orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat 
dan negara.61 
11. Tindak Pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki 
SIPI.Di saping memiliki SIUP, sebuah perusahaan yang 
usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan 
penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI.Mmeiliki SIUP tapi 
tidak memiliki SIPI mengakibatkan perusahaan perikanan tidak 
dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan.SIPI 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.Sejalan 
dengan hal tersebut maka telah diatur tentang kewajiban untuk 
memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang 
telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 
Undang-Undang Perikanan. 
SIPI pada prinsipnya dapat dimiliki oleh WNI atau WNA, 
dan SIPI diberikan kepada orang, bukan kepada kapalnya. Jika 
WNI yang memiliki SIPI maka operasi penangkap ikannya di 
dalam negeri maupun di laut lepas, sedangkan untuk WNA 
wilayah operasinya di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. 
Pelanggaran terhadap ketentuan SIPI tersebut merupakan 
Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang 
Perikanan. Tindak Pidana ini tergolong ke dalam delik dolus 
karena dilakukan secara sengaja, walaupun hal itu tidak 
dicantumkan dengan tegas dalam rumusan deliknya. 
                                                             
61 Ibid, hlm. 165-166. 
60 
12. Tindak Pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki 
SIKPI.Telah diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang 
diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan 
ika.Sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal 
perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan.Ketentuan Pasal 
28 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan mengatur, setiap orang 
yang memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut 
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.Ketentuan 
tersebut berlaku bagi kapal  berbendera Indonesia maupun 
berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan indonesia. Berhubung 
kepemilikan SIKPI merupakan suatu kewajiban, maka terhadap 
pelanggarannya diatur pula sanksi pidananya yaitu pada Pasal 
94 Undang-Undang Perikanan. 
Untuk mengecek apakah pelakunya memiliki SIKPI atau 
tidak, Undang-Undang memerintahkan yang bersangkutan 
wajib membawa SIKPI aslinya ketika sedang melakukan 
pelayaran mengangkut hasil tangkapan. Meskipun telah 
mempunyai SIKPI tetapi sewaktu dalam pelayaran lupa 
membawa SIKPI dan hanya membawa fotokopinya, atau 
membawa SIKPI yang sudah berakhir masa berlakunya, tindak 
pidana tersebut tetap dapat dikenakan kepada pelakunya dan 
dikategorikan sebagai delik kejahatan. 
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13. Tindak Pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Izin-izin 
yang digunakan dalam bidang perikanan yaitu berupa SIUP, 
SIPI, dan SIKPI merupakan komponen yang sangat penting 
dalam keberlangsungan usaha di bidang perikanan. 
Pengurusan ketiga izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga untuk 
mengurus izin tersebut seorang pengusaha selain 
membutuhkan waktu yang relatif lama, juga mengeluarkan 
biaya dan tenaga yang tidak sedikit.Hal inilah yang menjadi 
hambatan bagi para pengusaha dibidang perikanan yang 
memunculkan ruang untuk berbuat curang dengan melakukan 
pemalsuan terhadap surat-surat izin tersebut.Olehnya itu 
ketentuan mengenai pemalsuan surat-surat ini telah diatur 
dalam Pasal 94A Undang-Undang Perikanan, Tindak Pidana 
tersebut ditujukan terhaap orang yang memalsukan maupun 
yang menggunakan SIUP,SIPI, Dan SIKPI palsu karena 
perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A 
Undang-Undang Perikanan.Untuk dapat mengatakan SIUP, 
SIPI, Dan SIKPI sebagai surat palsu, maka dapat mengacu 
pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena 
maksud dan tujuannya sama.Hanya bedanya Pasal 94A 
Undang-Undang Perikanan tanpa mensyaratkan adanya 
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kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, karena 
merupakan delik formil.62   
14. Tindak Pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal 
perikanan tanpa izin. Pengusaha perikanan tidak bebas untuk 
mendapatkan kapal perikanan, karena pada prinsipnya, bentuk 
kapalnya secara teknis sudah ditentukan oleh pemerintah. 
Tujuannya adalah untuk keselamatan dalam pelayaran 
khususnya untuk mengangkut ikan.Agar dapat diawasi 
pemerintah, prosedurnya telah ditetapkan pada Pasal 35 
Undang-Undang Perikanan, dan persyaratan yan gtercantum 
dalam Pasal tersebut merupakan kewajiban bagi seorang 
pengusaha perikanan, dan apabila tidak memenuhi persyaratan 
tersebut, maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 
95 Undang-Undang Perikanan.Tindak Pidana ini merupakan 
delik pelanggaran dan sekaligus sebagai delik dolus dan delik 
formil. 
15. Tindak Pidana tidak melakukan pendaftaran kapal 
perikanan.Setiap kapal perikanan milik orang Indonesia wajib 
didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia 
(Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan). Sebelum 
pendaftaran kapal yang bersangkutan dilakukan, sudah harus 
berstatus sebagai kapal yang berkebangsaan Indonesia.Kapal 
perikanan yang tidak didaftarkan tidak menjadi masalah apabila 
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tidak dioperasikan. Masalah baru muncul setelah kapal 
perikanan digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan 
ikan.Perbuatan itu merupakan Tindak Pidana berdasarkan 
Pasal 96 Undang-Undang Perikanan.Tindak Pidana tersebut 
selain sebagai delik dolus, juga merupakan delik formil dan 
pelanggaran. 
16. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal 
perikanan asing.Kapal perikanan asing yang melakukan 
pengoperasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 
mempunyai perlakuan tersendiri mengenai ketentuan 
pidananya.Pada prinsipnya setiap kapal perikanan berbendera 
asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat 
penangkap ikan tertentu.Hal tersebut berdasarkan yang 
tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perikanan, 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 tersebut diancam 
dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 97 Undang-
Undang Perikanan.Diaturnya ketentuan pidana ini guna 
menanggulangi pencurian ikan di laut yang dilakukan oleh 
pihak asing, dan mengenai pelakunya hanyalah ditujukan 
kepada nakhoda kapal perikanan.Sedangkan hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada pelakunya hanya berupa pidana 
denda saja.Kelemahan dari peraturan ini ialah orang yang 
berada di atas kapal selain nakhoda tidak dapat 
dipidana.Kemudian selain itu kejaksaan dalam hal ini sebagai 
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eksekutor tidakmemiliki perangkat hukum untuk mengeksekusi 
denda tersebut, karena di dalam hukum acara pidana hanya 
dikenal penyitaan terhadap barang-barang yang ada 
hubungannya dengan tindak pidana dan hanya dapat dilakukan 
dalam tingkat penyidikan. 
17. Tindak Pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar. Setiap 
pelabuhan perikanan terdapat syahbandar, yaitu pejabat yang 
memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan 
keamanan kapal perikanan. Salah satu tugasnya ialah 
memberikan surat persetujuan berlayar bagi kapal-kapal 
perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan. 
Setiap kapal perikanan yang akan berlayar sesuai dengan 
Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Perikanan wajib memiliki 
surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di 
pelabuhan perikanan. 
Kapal perikanan yang ke luar dari pelabuhan dan 
kedapatan tidakmemiliki surat persetujuan berlayar, maka 
perbuatannya dianggap sebagai Tindak Pidana dan nakhoda 
kapal yang bersangkutan dapat dipidana berdasar Pasal 98 
Undang-Undang Perikanan.Tindak Pidana yang diatur dalam 
Pasal 98 tersebut dapat dilakukan dengan sengaja atau karena 
kelalaiannya. 
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18. Tindak Pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah. 
Penelitian tergolong salah satu hal yang penting dalam bidang 
perikanan.Dalam melakukan penelitian di bidang pengelolaan 
perikanan dengan tujuan pada umumnya untuk memperoleh 
terutama data-data dari lapangan yang hasilnya untuk 
mengetahui keadaan-keadaan yang nyata dalam pengelolaan 
perikanan.Penelitian ini dapat dilakukan oleh berbagai elemen 
yang ada di masyarakat, seperti mahasiswa, lembaga swadaya 
masyarakat, dan lain-lain. Tetapi, bagi orang asing, penelitian di 
bidang perikanan ini tidak boleh dilakukan secara serta merta, 
berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan 
terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah.Setiap orang asing 
yang melakukan penelitiam perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia apabila tidak memiliki izin dari 
pemerintah maka dapat dipidana sesuai dengan Pasal 99 
Undang-Undang Perikanan, Tindak Pidana ini tergolong delik 
pelanggaran, dan perbuatannya dilakukan dengan sengaja.63 
19. Tindak Pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang 
tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang 
Perikanan.Seorang pengusaha di bidang perikanan, selain 
harus merampungkan izin-izinnya, juga wajib memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perikanan. 
Ketentuan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) 
                                                             
63 Ibid, hlm. 172-175. 
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Undang-Undang Perikanan. Pelanggaran terhadap ketentuan 
yang telah diatur dapat dipidana berdasarkan Pasa; 100 
Undang-Undang Perikanan. Meskipun Tindak Pidana ini 
termasuk delik pelanggaran, akan tetapi untuk dapat 
membuktikan perbuatan pelanggaran tampaknya tidak 
sederhana, karena hakim tidak paham tentang teknis perikanan 
antara lain seperti ukuran penangkap ikan, penempatan alat 
bantu oenangkap ikan, ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan 
lain-lain. Olehnya itu seringkali dibutuhkan keterangan ahli 
untuk membuat terang perkaranya. 
20. Tindak Pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan 
kecil.Sejalan dengan asas equality before the law di bidang 
perikanan juga diberlakukan hal tersebut.Pengusaha kecil dan 
pengusaha besar mendapat perlakuan yang sama.Adapun 
yang disebut dengan nelayan kecil adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan 
kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton 
(GT).Sedangkan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang 
mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat 
(4), Ayat (5), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 
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(3), Ayat (4), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 20 
Ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (1), Pasal 
27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat 
(3), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 
Ayat (3), dan Pasal 55 Ayat (1). Perbuatan-perbuatan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut 
berdasarkan Pasal 100B Undang-Undang Perikanan pelakunya 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah). 
21. Tindak Pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya 
ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil. 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur, apabila dilanggar, maka dapat dipidana 
berdasarkan Pasal 100C dengan pidana denda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 
Sanksi pidana dalam pelanggaran ini tidak dikenal pidana 
penjara.64 
 
    
  
                                                             
64 Ibid, hlm. 176-182. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Makassar. Lokasi 
penelitian yang dipilih adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, di tempat 
ini penulis mengambil data berupa bahan pustaka dan data serta 
informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan proses 
penyelesaian penulisan. 
 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya 
yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, 
seperti buku-buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, 
internet, dan sebagainya. 
Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) yaitu 
suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan 
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menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang 
kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil 
hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. 
Contohnya: buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek 
penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam 
penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan 
cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, 
buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
 
D. Metode Analisis Bahan Hukum 
Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan. 
Di dalam buku yang dikarang oleh Mahrus Ali yang berjudul Asas-
Asas Hukum Pidana Korporasi tepatnya pada halaman 133 menyebutkan 
adanya suatu asas yang berbunyi “Universitas delinguere non potest” 
yang berarti bahwa suatu badan hukum tidak dapat melakukan tindak 
pidana. Asas ini kemudian melahirkan berbagai macam teori, seperti yang 
dapat kita temukan pada buku karangan Munir Fuady yang berjudul 
Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam 
Hukum Indonesia, teori itu dinamakan sebagai teori fiksi (fiction theory). 
Teori ini kemudian mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan dan 
khayalan manusia, jadi tidak terjadi secara alamiah, teori ini 
menggambarkan bahwa suatu badan hukum itu bukanlah merupakan 
suatu subjek hukum karena badan hukum hanyalah merupakan buatan 
manusia, olehnya itu yang dianggap ada hanyalah manusia dan bukan 
badan hukum. Masih pada buku yang sama, terdapat teori lain yang 
berkaitan dengan teori sebelumnya. Teori ini disebut sebagai teori 
individualisme, teori ini menjelaskan bahwa hanya manusialah yang 
secara hukum dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia 
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jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan 
hukum. Berdasar pada teori inilah menggambarkan bahwa sebetulnya 
suatu badan hukum atau korporasi tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban di hadapan hukum karena hanya manusialah yang 
dapat bertanggungjawab di hadapan hukum. Hal ini berbeda dengan apa 
yang dikemukakan oleh Otto Van Gierke yang merupakan salah seorang 
pelopor dari teori realistis (realist theory) yang sering juga disebut sebagai 
teori organ (organ theory) yang menganggap bahwa keberadaan badan 
hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia 
sebagai subjek hukum, jadi badan hukum bukanlah khayalan dari hukum 
sebagaimana yang diajarkan oleh teori fiksi melainkan benar-benar ada 
dalam kehidupan hukum. Sealiran dengan teori realistis, maka teori 
ciptaan diri sendiri ini (self creating) atau autopoietic merupakan teori yang 
mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu unit yang 
tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum bukan juga fiksi 
melainkan benar-benar ada dalam kenyataan (real personality). Kedua 
teori ini bertentangan dengan teori sebelumnya yang hanya mengakui 
manusia sebagai subjek hukum. Dalam perkembangannya Mahrus Ali dan 
Hanafi Amrani di dalam bukunya yang berjudul sistem 
pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan menyebutkan 
bahwa perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana 
merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat 
dalam menjalankan aktivitas usaha karena timbulnya kebutuhan untuk 
mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan 
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usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan melakukan 
kerjasama tersebut antara lain terhimpunnya modal yang lebih banyak 
dan tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik 
dibandingkan dengan yang dijalankan oleh seorang diri. Berdasarkan 
gambaran tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi suatu proses 
modernisasi utamanya di bidang ekonomi dan perdagangan, proses 
modernisasi ini kemudian menimbulkan perubahan pada orientasi, nilai-
nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan 
usaha. Lebih lanjut Mahrus Ali dan Hanafi Amrani  memperlihatkan data 
tentang pertumbuhan korporasi transnasional dari tahun ke tahun, 
kuantitas korporasi utamanya korporasi transnasional mengalami 
peningkatan yang luar biasa, bila tahun 1999 jumlahnya sebanyak 60.000 
dengan cabang yang tersebar di banyak negara sebanyak 500.000, tahun 
2005 jumlahnya semakin meningkat yakni sebanyak 77.000 korporasi 
induk dan 770.000 korporasi cabang maka tidak mengherankan apabila 
29 hingga 51% perekonomian dunia dikuasai oleh korporasi tersebut. 
Kuantitas dan penguasaan korporasi dalam bidang kegiatan sosial 
ekonomi ini tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan perilaku 
korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyakarat dalam 
berbagai bentuk dalam skala luas. Olehnya itu, menurut Rufinus 
Hotmaulana Hutauruk pada bukunya yang berjudul penanggulangan 
kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu terobosan hukum 
menyatakan bahwa sesungguhnya secara internasional telah diadakan 
antisipasi terhadap berkembang pesatnya kejahatan-kejahatan baru di 
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bidang ekonomi yaitu dengan diselenggarakannya kongres Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) ke-VII pada tahun 1985 yang membicarakan jenis 
kejahatan dalam tema “Dimensi baru kejahatan dalam konteks 
pembangunan” dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu 
kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi 
banyak berperan di dalamnya seperti terjadinya penipuan pajak, 
kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, dan pemalsuan invoice 
yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. 
Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat 
menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari 
subjek hukum biasa ke subjek hukum pidana. Dalam konteks hukum di 
Indonesia menurut Nunung Mahmudah dalam bukunya illegal fishing 
pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia, 
prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan subjek tindak pidana yang 
dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang 
dalam konotasi biologis yang alami (natuurlijke person). Hal ini merupakan 
turunan dari asas “Universitas delinguere non potest” yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Namun pada berbagai peraturan perundang-
undangan khusus prinsip pertanggungjawaban korporasi telah banyak 
diadopsi. Sebut saja pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 
Perindustrian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan termasuk pula pada Undang-Undang 
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Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini dibuktikan pada Pasal 1 angka 
14 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi” juga pada Pasal 1 angka 15 yang memberi 
pendefinisian terhadap korporasi yang bunyinya sebagai berikut 
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dari hal 
tersebut maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan telah mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum selain 
daripada manusia, sehingga jelaslah bahwa pada Undang-Undang ini 
asas “Universitas delinguere non potest” telah ditinggalkan sehingga suatu 
korporasi apabila melakukan Tindak Pidana di bidang perikanan dapatlah 
dibebankan terhadapnya suatu pertanggungjawaban pidana.   
1. Analisis Penulis 
 Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah isu 
mengenai kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini 
maka penulis berpendapat bahwa terdapatnya berbagai asas yang 
kemudian memunculkan suatu teori yang saling bertentangan satu sama 
lain dalam hal penentuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana 
merupakan sebuah gambaran dinamika pemikiran dalam perkembangan 
ilmu hukum. Hal ini dapat saja berdampak positif dikarenakan adanya 
pemikiran-pemikiran baru yang tentu sesuai dengan konteks 
perkembangan zaman, hal ini pun bersesuaian dengan keberadaan 
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hukum dalam masyarakat yang serba dinamis karena memang hukum 
harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks 
perdebatan mengenai dikategorikannya korporasi ke dalam subjek hukum 
atau tidak, maka penulis menyatakan sepakat dengan adanya teori yang 
mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek dalam hukum terkhusus 
dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan peranan korporasi yang begitu 
berpengaruh dalam perkembangan perekonomian sebuah Negara 
olehnya itu tepatlah bila korporasi dibuatkan sebuah instrumen hukum 
guna memberikan pedoman terhadap bekerjanya sebuah korporasi. Maka 
dari itu penulis juga sepakat apabila rumusan mengenai korporasi ini 
dituangkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkhusus 
pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Mengingat 
sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi 
paling besar dalam mengoptimalkan pendapatan negara, yang di sisi lain 
juga dapat menjadi sumber pengurangan terhadap pendapatan negara 
apabila perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang perikanan 
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti dilakukannya praktek Illegal, Unreported, 
Unregulated (IUU) Fishing secara besar-besaran yang diperuntukkan 
hanya untuk menambah asset kekayaan korporasi itu sendiri. Hal ini bisa 
saja terjadi karena menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil pada 
bukunya yang berjudul pokok-pokok pengetahuan hukum dagang 
Indonesia menyebutkan beberapa bentuk-bentuk perusahaan, ada yang 
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tidak berbadan hukum namun ada juga yang berbadan hukum. 
Perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu persekutuan perdata, 
persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) sementara 
perusahaan yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas (PT), 
yayasan dan koperasi, lebih lanjut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. 
Kansil menjelaskan bahwa terdapat perbedaan prinsip dasar antara 
perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, salah satu 
contohnya ialah pada persekutuan komanditer (CV) harta kekayaan 
perusahaan tidak terpisah dengan harta kekayaan pengelola, namun pada 
perusahaan yang berbadan hukum seperti pada perseroan terbatas (PT) 
harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta kekayaan pengelola 
atau pengurusnya. Sehingga dengan demikian bertitik tolak pada 
penjelasan ini sebetulnya terdapat satu titik temu yaitu suatu perusahaan 
atau korporasi dijalankan untuk mendapatkan keuntungan demi 
menambah asset kekayaan perusahaan atau korporasi tersebut terlepas 
dari dipisah atau tidaknya asset kekayaan tersebut dari perusahaan dan 
pengurusnya. Jika dikaitkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang 
perikanan, maka tentu saja perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya demi menambah asset kekayaan perusahaan 
tersebut, namun tak dapat dibayangkan apabila perusahaan mencari 
keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi jika asset kekayaan 
perusahaan itu terpisah dari pengurusnya maka akan sangat sulit negara 
dalam hal ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan negara karena 
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hanya perusahaan atau korporasi itu yang menikmatinya tanpa mampu 
dijangkau oleh negara. Contoh kasus yang menggambarkan terjeratnya 
suatu korporasi yang bergerak di bidang perikanan ialah tertangkapnya 
kapal berbendera panama yang disebut kapal MV Haifa dengan nahkoda 
yang bernama Zhu Nian Le yang melakukan kegiatan sebagai kapal 
Tramper (pengangkut ikan) yang memuat ikan campur milik PT Avona 
Nian Lestari untuk diekspor ke China. Pada tanggal 24 Desember 2014 
kapal MV Haifa berlabuh di Wanam Papua yang termasuk dalam wilayah 
perairan nasional Indonesia. Pengawas perikanan satuan kerja PSDKP 
(Pengawas Sumber Daya kelautan dan Perikanan) Kaimana di Wanam 
Papua bersama instansi terkait kemudian melakukan pemeriksaan 
dokumen dan kelengkapan kapal. Mereka memeriksa berbagai 
kelengkapan kapal termasuk Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB). Dari pemeriksaan itu pihak Lantamal IX 
Ambon kemudian mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan 
(SPDP) yang diterima pihak Kejaksaan Tinggi Ambon tanggal 9 Januari 
2015 dengan surat No. B/21/1/2015. Selanjutnya berkas diterima tim 
Jaksa pada 12 Februari 2015 dan berdasarkan hasil penelitian berkas 
dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 13 Februari 2015 dan pada 
tanggal 23 Februari 2015 dilakukan penyerahan barang bukti dan 
tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik. Adapun barang 
buktinya terdiri dari kapal MV Haifa berbendera Panama yang memiliki 
berat 4.306 GT (Gross Ton), dokumen kapal beserta ikan campur beku 
sebanyak 800.658 kg dan udang beku sebanyak 100.044 kg. Selanjutnya 
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berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan 
Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2015. Pada proses persidangan 
diketahui kapal MV Haifa melakukan kegiatan mengangkut ikan di wilayah 
perairan nasional Indonesia dengan izin SIKPI-NA 20.14.0001.02.42482 
yang berlaku hingga 6 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemeterian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kapal itu juga mengantongi SPB 
(Surat Persetujuan Berlayar) No.BB.4/63/22/XII/KUPP.KMN-2014 tanggal 
19 Desember 2014. Hanya saja memang ditemukan adanya pelanggaran 
yang dilakukan oleh kapal tersebut, pertama kapal tersebut tidak 
mengantongi SLO (Surat Layak Operasi), kedua ID Transmitter VMS 
No.4958945 berdasarkan hasil monitor PSDKP sejak tanggal 22-24 
Desember 2014 dalam kondisi mati/tidak aktif, ketiga kapal MV Haifa ini 
mengangkut 800.658 kg ikan campur dan 100.044 kg udang beku, 
diantara 800.658 kg ikan campur ditemukan 15.000 kg ikan berjenis hiu 
lonjor dan hiu martil yang merupakan jenis ikan yang dilindungi dan 
dilarang untuk ditangkap, diperdagangkan, dan dieskpor, atas dasar 
pelanggaran inilah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam hal 
ini nahkoda kapal dengan Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf m Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perikanan. Selanjutnya menghukum terdakwa dengan pidana 
denda sebesar 200 Juta Rupiah dengan subsidair enam bulan kurungan. 
Dari gambaran singkat mengenai kasus tersebut secara jelas telah 
terbukti bahwa meskipun korporasi telah dirumuskan dalam Undang-
Undang Perikanan, hal itu belum menjamin bahwa korporasi beserta 
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pengurusnya dapat dijangkau oleh hukum, buktinya ialah bahwa hanya 
nahkoda saja yang ditahan, padahal nahkoda bertindak untuk dan atas 
nama korporasi yang menaunginya, permasalahan ini akan dibahas lebih 
lanjut pada bagian sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang 
diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan. 
 
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang dianut 
dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan. 
 Kristian di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi 
Kebijakan integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi di Indonesia pada halaman 73 menyebutkan sependapat 
dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini yang membagi 
sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi 4 bagian, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus 
bertanggungjawab secara pidana (perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama). 
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus 
bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua) 
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3. Korporasi sebagai pembuat, dan korporasi pula yang harus 
bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan 
pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga) 
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak 
pidana dan keduanya pula yang harus memikul 
pertanggungjawaban secara pidana. 
 Adapun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang 
diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan ialah bersesuaian dengan perkembangan pertanggungjawaban 
korporasi pada tahap kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana 
dibebankan kepada pengurus, hal ini termaktub dalam Pasal 101 yang 
berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, 
Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan 
oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap 
pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 
yang dijatuhkan. Para pembuat Undang-Undang dalam hal ini 
mengadopsi sebuah teori yang terdapat dalam buku Munir Fuady yang 
berjudul Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya 
dalam Hukum Indonesia, teori itu dinamakan penyingkapan tirai 
perusahaan (piercing the corporate veil) yang merupakan salah satu teori 
yang sangat populer dalam kajian hukum perusahaan. Yang dimaksud 
dengan teori ini ialah suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke 
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pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh suatu perusahaan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan 
tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelau tersebut, dalam 
teori ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari 
perusahaan tersebut dan membebankan tanggungjawab kepada pihak 
pribadi dan pelaku dari perusahaan tersebut dengan mengabaikan prinsip 
tanggungjawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang 
biasanya dinikmati oleh mereka. Lebih lanjut, Munir Fuady menjelaskan 
bahwa ada beberapa contoh fakta yang membuat teori penyingkapan tirai 
perusahaan (piercing the corporate veil) ini dapat diterapkan, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pemodalan yang tidak layak (terlalu kecil) 
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi 
3. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang 
saham 
4. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, 
misalnya tidak dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) untuk kegiatan yang memerlukan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) 
5. Teori piercing the corporate veil diterapkan untuk alasan 
ketertiban umum, misalnya menggunakan perusahaan untuk 
melaksanakan hal-hal yang tidak pantas 
6. Teori piercing the corporate veil diterapkan terhadap kasus-
kasus kuasi kriminal, misalnya jika perusahaan digunakan 
82 
sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk 
perjudian. 
 Ketentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi 
sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan menganut 
pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi tahap kedua. Padahal 
pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sudah 
mengalami perkembangan sebagaimana yang telah diatur pada berbagai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan pada 
Pasal 163 Ayat (1) tercantum bahwa jika pelaku kejahatannya berupa 
korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurus dan 
korporasinya, pengurus dihukum pidana penjara dan pidana denda, 
sedangkan korporasi dengan pidana denda, sama halnya yang terdapat 
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada 
Pasal 335 yang menyebutkan bahwa apabila korporasi sebagai pelaku 
kejahatannya, maka selain pengurus, korporasi juga dimintai 
pertanggungjawaban, pengurus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, 
dan untuk korporasinya diberi pidana denda. Hal ini bersesuaian dengan 
fase perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi tahap ketiga 
dan keempat yang telah mengakui bahwa korporasi dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa teori pendukung yang 
mengakui korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, menurut 
Kristian dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi Kebijakan 
integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
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di Indonesia pada halaman 54 menyebutkan teori identification theory atau 
direct liability doctrine, teori ini dikenal sebagai doktrin 
pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini 
korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat 
senior da diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu 
sendiri. Dengan demikian perbuatan pejabat senior dipandang sebagai 
perbuatan korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana baru 
dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan 
pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” 
dari korporasi tersebut. Apa sebetulnya yang dimaksud “directing mind”? 
Lebih lanjut Kristian menjelaskan bahwa directing mind adalah tindakan, 
perbuatan, atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ 
perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, 
kegiatan, dan operasional pada suatu korporasi. Teori ini dapat juga 
disebut sebagai teori “alter ego”. Masih pada buku yang sama, yaitu pada 
halaman 70, Kristian menyebutkan adanya sebuah teori yang disebut 
“doctrin of aggregation”  doktrin ini memperhatikan kesalahan sejumlah 
orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas 
nama korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan 
korporasi yang bersangkutan. Lebih lanjut, doktrin ini menyebutkan 
apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana 
namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi  atau 
untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat 
dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. 
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 Berdasarkan uraian-uraian di atas tampak jelas adanya perbedaan 
yang timbul dari berbagai teori yang saling bertentangan satu sama lain, 
namun terkhusus pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan yang diberlakukan ialah system pertanggungjawaban pidana 
korporasi pada fase kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun 
pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana sebagaimana 
yang telah tercantum pada Pasal 101 dalam Undang-Undang tersebut. 
1. Analisis Penulis 
 Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah isu 
mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-
Undang Perikanan ini, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan 
sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang 
Perikanan yang dianut saat ini mengandung kelemahan dan 
pemberlakuannya tidak tepat. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 101 
Undang-Undang Perikanan ini mengalami sebuah kemunduran, sebab 
memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal, 
unreported, unregulated (IUU) Fishing namun korporasinya tidak dijatuhi 
pidana akan tetapi pemidanaan korporasi dialihkan dan dibebankan 
kepada pengurus korporasi. Sangat tidak adil apabila pengurus korporasi 
harus dua kali memikul beban tanggungjawab pemidanaan dan di sisi lain 
korporasi itu sendiri memperoleh dan menyimpan harta kekayaan hasil 
tindak pidana perikanan tidak pernah tersentuh oleh hukum sehingga 
membuat korporasi leluasa menimbun harta kekayaan yang didapatkan 
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dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kemunduran subjek tindak pidana perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan 
tentu menimbulkan permasalahan dan tantangan mengembalikan/ 
recovery asset kekayaan negara hasil tindak pidana illegal, unreported, 
unregulated (IUU) fishing yang diperoleh dan disembunyikan pelaku 
pengurus di korporasi, baik pelaku asing maupun warga negara 
Indonesia. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi 
juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut 
tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dala kenyataannya 
pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi 
boneka (dummy company) yang sengaja merek abangun untuk 
melindungi korporasi induknya. Selain itu pula, besarnya nilai kerugian 
yang ditimbulkan akibat dari adanya tindakan illegal, unreported, 
unregulated (IUU) fishing yang mencapai 240 Triliun Rupiah per tahun 
belum juga menjadi pertimbangan utama yang membuat Indonesia 
seakan-akan belum serius menangani tindak pidana tersebut, hal ini 
dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum yaitu aspek yuridis 
normatifnya masih rapuh. Berdasar analisis inilah lalu kemudian penulis 
sepakat dengan adanya teori-teori yang mendukung bahwa korporasi juga 
dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung karena hal ini juga 
bersesuaian dengan perkembangan terhadap pertanggungjawaban 
pidana korporasi pada fase ketiga dan keempat, namun perlu juga 
digarisbawahi bahwa bukan berarti hanya korporasi saja yang dapat 
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dimintai pertanggungjawabannya secara langsung namun pengurus pun 
dapat secara bersama-sama dengan korporasi harus memikul 
pertanggungjawaban secara pidana hal ini perlu dilakukan karena apabila 
yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja 
sedangkan pengurus tidak, maka sistem ini akan memungkinkan 
pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain 
pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk 
melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa 
perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan 
perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk 
kepentingan korporasi. Maka berdasarkan analisis ini penulis berpendapat 
bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat 
diberlakukan pada Undang-Undang Perikanan ini ialah pengurus dan 
korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula 
yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengakuan keberadaan korporasi sebagai subjek dalam hukum 
pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. Hal ini 
dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang 
mengarah ke globalisasi dan akan memberikan peluang yang besar 
akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional. Inilah 
yang menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan 
korporasi akan semakin meningkat. Dampak itu bisa berupa 
dampak positif dan dampak negatif, untuk meminimalisir dampak 
negatif dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum 
pidananya dan itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi 
dalam Undang-Undang Perikanan ini. 
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan 
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
yang hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan 
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sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang 
tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi 
langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan 
berimbas juga kepada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai 
wadah dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain 
masih bisa menjalankannya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah 
dan alat dibekukan maka orang-orang yang ada di dalamnya 
secara otomatis akan bubar. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan  dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang khususnya 
lembaga legislatif agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya yang 
menyangkut mengenai sistem pertanggungjawaban pidana 
terhadap korporasi yang bergerak di bidang perikanan agar dapat 
tercipta suatu tatanan aturan yang berkeadilan, memiliki kepastian, 
dan kemanfaatan yang seluas-luasnya dapat dinikmati oleh rakyat 
Indonesia. 
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat bersinergi dengan 
masyarakat beserta aparat penegak hukum dalam hal mengawasi 
korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang perikanan agar 
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sedapat mungkin bisa patuh dan tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku demi mencegah terjadinya 
praktek illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang dapat 
merugikan Negara Republik Indonesia. 
3. Dalam hal penindakan, agar kiranya tidak hanya menggunakan 
pendekatan represif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan 
restoratif, guna melakukan pemulihan terhadap para korban yang 
selama ini terkena dampak dari perilaku korporasi yang bergerak di 
bidng perikanan, dalam hal ini ialah pemulihan terhadap kondisi 
para nelayan tradisional agar nelayan ini dapat kembali hidup 
sejahtera. 
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